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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurah ruah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi A@arﬁa Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik Indonesia memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan
pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkén Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
1012/KPTA.WO-A/ST.PW1.1/\//2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim
Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terdiri dari 2 (dua) orang
hakim Tinggi, 2 (dua) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan IT, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu dari
tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Utara menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan
seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.
Jakarta, 30 Mei 2024

W%M, —
Sunarto, S.H., M.H.
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PENDAHULUAN



BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor | Tahun 2016 tentang

Prosedure Mediasi di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan Peradilan Di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor | Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
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10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan tata Kerja Serta

Pejabat Kepaniteraan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pemungutan Biaya Perkara,;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku [l (Edisi
Revisi tahun 2013) tentang Pola Pembinaan dan Pengedalian Administrasi;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMA/SK/VI11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya;

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, khususnya Pasal 10
ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;,

19. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku |l (Edisi
Revisi tahun 2013);
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20. Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

21.Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1294/DJA/HK.00.6/SK/2018,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Nomor 424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara

Elektronik Pada Pengadilan Agama;

23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

24.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
1012/KPTA.WO-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, tentang
Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
1. Bidang Manajemen Peradilan
2. Bidang Administrasi Perkara
3. Bidang Administrasi Persidangan
4. Bidang Administrasi Umum
a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. Kinerja dan Pelayanan Publik

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar;
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Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi
Persidangan;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian
dan perpustakaan);

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan
Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN.

1.

2
3
4
5

Memeriksa dokumen;
Melakukan wawancara;
Melakukan konfirmasi;
Melakukan observasi;

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik;

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

1012/KPTA.W9-A/ST.PW1.1///2024 tanggal 20 Mei 2024, tentang Penugasan Tim
Pengawas Daerah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan selama
3 (tiga) hari, mulai tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024 oleh Tim Pengawas Daerah

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

1

Nama : H. Sunarto, S.H., M.H.

NIP : 195805051978031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan/Tugas : Hakim Utama (Ketua Tim)

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nama . Dra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.
NIP : 196112311983032017
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Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Pembina Utama (IV/e)
Hakim Utama (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M
196607101994031002

Pembina Utama (IV/b)

Panitera Pengganti (Sekretaris)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nastiti Dewi, S.H.
196808141993032005

Penata Tk | (Ill/d)

Panitera Pengganti (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Yulita Fitri Hartaty, S.E.
198307222009042007

Penata Tk | (li/d)

Kasubbag Kepegawaian dan Tl (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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BAB I
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan
yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta, adalah Pemeriksaan Bidang Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi
Persidangan, Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Umum serta
Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada
bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat
mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama
Jakarta Utara, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada
Pengadilan Agama Jakarta Utara telah ditetapkan pula bidang-bidang yang
menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan
tugasnya sesuai dengan kesepakatan Tim yakni H. Sunarto, S.H., M.H. dibidang
Manajemen Peradilan, Dra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H. dibidang Administrasi
Persidangan, Nastiti Dewi, S.H. dibidang Administrasi Perkara, Subeno Trio
Leksono, S.H., M.M. dan Yulita Fitri Hartaty, S.E. melakukan tugas dibidang
Administrasi Umum serta kinerja dan Pelayanan Publik.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan
menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang
menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bidang Manajemen Peradilan
1. Kondisi
- Laporan Hasil Pengawasan Bidang Hakim yang dibuat oleh Hakim
kepada koordinator Pengawasan Bidang sudah dilakukan secara
elektronik (dengan aplikasi Hawasbid), namun dalam pelaporan tersebut
memakai format, wuraian tugas pengawasan, objek pengawasan,
kondisi/temuan, sebab, akibat, rekomendasi, keterangan yang
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seharusnya kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi.

Kriteria

Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Halaman 56.

Sebab

Kurang memahami peraturan dalam membuat pelaporan.

Akibat

Tidak sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuatan pelaporan.

Rekomendasi

Dalam membuat laporan hasil pengawasan bidang pada masa yang akan

datang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kondisi

Dalam pelaksanaan rapat harus ada eviden, surat undangan, daftar hadir

peserta rapat, notulen dan foto pada saat melaksanakan rapat, masih

ditemukan surat undangan dan notulen yang belum ditanda tangani oleh

Ketua.

Kriteria

e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
145/KMA/SKVINI/2007  tanggal 29  Agustus 2007  tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

e Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, halaman 57.

o Pasal 84, 85, 86, 87, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

Sebab

Kurang teliti dalam membuat dokumentasi.

Akibat

Tidak sempurna dalam membuat dokumen dan meragukan keasliannya.
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Rekomendasi

Untuk yang akan datang agar diperhatikan pembuatan dokumen yang

akan didokumentasikan/diarsipkan.

Kondisi

Dalam mendokumentasikan hasil rapat disimpan dibagian Kepaniteraan

dan Kesekretariatan, hard copynya telah disusun secara kronologis dan

diberi sekat dengan warna yang berbeda setiap bulannya, namun belum

ditulis pada sekat tersebut tanggal berapa rapat dilaksanakan dan topik

apa yang dibahas dalam rapat.

Kriteria

e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
145/KMA/SK/VII/2007  tanggal 29  Agustus 2007  tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

¢ Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2009, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, halaman 57.

e Pasal 137 Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas.

Sebab

Petugas kurang terampil dalam mengelola pengarsipan surat yang

berkaitan dengan hasil rapat secara efisien dan efektif

Akibat

Bila mencari surat yang berkaitan dengan hasil rapat tidak bisa ditemukan

dalam waktu singkat

Rekomendasi

Untuk yang masa yang akan datang perlu diperbaiki dengan menambah

daftar isi yang dituliskan pada sekat per bulan dengan mencantumkan

tanggal rapat dilaksanakan dan topik apa yang dibahas dalam rapat.
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Bidang Administrasi Persidangan

1.

Perkara Nomor 250/Pdt.P/2024/PA.JU, tanggal 5 Maret 2024.

Perkara Cerai Talak.

Kondisi

Pada persidangan lanjutan yaitu pada tanggal 13 Februari 2024, terjadi
pergantian Majelis Hakim, pada persidangan tersebut Majelis Hakim yang
baru langsung membacakan Penetapan, tanpa ada penjelasan kepada
para pihak tentang adanya pergantian Susunan Majelis Hakim, dan
pernyataan bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil pemeriksaan
Majelis Hakim sebelumnya dan pernyataan menerima hasil pemeriksaan
tersebut tidak ada termuat dalam Berita acara Persidangan

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku Il Angka |
Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah angka 10-
11 Pelaksanaan Persidangan. Jika Ketua Majelis Berhalangan |,
persidangan dibuka oleh Hakim Anggota yang senior untuk menunda
persidangan, Jika Salah seorang Hakim anggota berhalangan, diganti
oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh oleh Ketua Pengadilan/ Mahkama
Syar’iyah dengan PMH baru, penggatian Hakim Anggota harus dicatat
dalam berita acara persidangan dan buku register perkara;

Sebab

Ketika terjadi pergantian Majelis Hakim yang menangangi perkara, dan
pemeriksaan perkara telah selesai, maka disamping ada Penunjukan
PMH baru, juga harus dimuat penjelasan di dalam BAS alasan pergantian
Majelis Hakim tersebut, dan statemen bahwa Majelis Hakim yang baru,
menerima hasil pemeriksaan Maijelis Hakim sebelumnya.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam persidangan
dan memeriksa berkas Perkara yang hendak diminutasi.

Akibat

Berkas telah diminutasi dan ditandatangani ketua Majelis, namun ada

Berita acara persidangan yang bharus dilengkapi dengan adanya
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pergantian Hakim.

Rekomendasi

Berkas tersebut segera dilengkapi narasinya bahwa adanya pergantian
Hakim, dan untuk pemeriksaan berkas lainnya harus lebih korektif.

e Perkara Nomor 900/Pdt.P/2024/PA.JU, tanggal 14 Mei 2024 Cerai
talak.

e Perkara Nomor 825 /Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 6 Mei 2024. Cerai
Gugat.

Kondisi

Perkara ini masih perkara berjalan adalah perkara cerai talak dan Cerai

Gugat akan tetapi penundaan sidang tidak di Input dalam register.

Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku Il Angka |

Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah angka 3

Pelaksanaan Register Perkara, Bahwa Buku Register Induk Perkara

memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi,

Peninjauan Kembali dan eksekusi;

Sebab

Majelis Hakim kurang fokus dalam mempersiapkan pemeriksaan Berkas

perkara.

Akibat

Berkas perkara harus lengkap.

Rekomendasi

o Bahwa setelah persidangan Majelis harus selalu mengingatkan
Panitera Pengganti untuk selalu mengimput kondisi perkara dalam
register perkara :

¢ Untuk pemeriksaan berkas lainnya supaya dipedomani.

Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA. JU, tanggal 16 Mei 2024

Kondisi

1. Pada alat bukti tertulis tidak dibubuhi keterangan “telah dicocokan
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dengan aslinya” cocok atau tidak.

2. Padahal tidak semua alat bukti sama keterangannya. Bukti P.1, dalam
BAS telah dibuat pernyataan “telah dicocokan dengan aslinya dan
ternyata sesuai, sementara P.2 “tidak dibubuhi keterangan telah
dicocokkan dgn aslinya apakah cocok atau tidak sesuai dengan
aslinya.

3. Keterangan dua orang saksi sama persis, padahal uraian dalam Berita
Acara Sidang itu bersifat dialog langsung (direct).

- Kriteria

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku Il Angka |

Teknis Administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Tentang

Pembuktian jo. Pasal 172 HIR.

- Sebab

1. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa
berkas yang hendak diminutasi.

2. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum persidangan
dilaksanakan, tidak mempersiapkan daftar pertanyaan untuk saksi-
saksi.

- Akibat

1. Berkas telah terminutasi, namun masih ada dokumen yang tidak
lengkap.

2. Keterangan dua orang saksi sama persis.

- Rekomendasi

1. Sebelum persidangan dilangsungkan, hendaknya Majelis Hakim
mempersiapkan daftar pertanyaan untuk saksi-saksi.

2. Untuk pemeriksaan perkara lainnya, hendaknya dipersiapkan lebih
baik.

C Bidang Administrasi Perkara
1. Pembuatan Putusan
- Kondisi

Pembuatan putusan belum seragam dan belum mengikuti pedoman
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penulisan berdasarkan Kaidah Bahasa Indonesia dan Template Putusan.

Kriteria

Putusan adalah semua karya ilmiah dan dokumen resmi negara, maka

harus mempedomani, sebagai berikut:

¢ Pasal 27 dan Pasal 35 (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

¢« SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan
Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah
Mahkamah Agung.

e Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sebab

Belum adanya sosialisasi secara menyeluruh dan pemahaman yang

sama.

Akibat

Akan dijumpai ragam penulisan putusan.

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait KMA Nomor

359/KMA/SK/XII/2022 dan PUEBI.

Pembayaran Melalui Bank pada PTSP

Kondisi

Di dalam PTSP terdapat loket bank, namun tidak dijumpai petugas bank,

sehingga para pencari keadilan melakukan transaksi (pembayaran)

melalui kasir, lalu kasir melalui tenaga honorer menyetor ke bank

terdekat.

Kriteria

* Pasal 23 Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
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¢ PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya
Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di Mahkamah Agung secara
elektronik Pasal 6.

e SK KMA Nomor KMA/32/SK/IV2006 (Buku Il Edisi 2013) Angka |,
Huruf A, Angka 1.

e SEMA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

o SK KMA 363/SK/XI1/2022, Juknis Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik Angka VII, Huruf B, Angka 3 Huruf ¢ (hal 55).

e SK Dirjen Badilag No. 056/DJA/HK/SK/1/2020, Tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara
Elektronik, Bab IV, Huruf D, Angka 3.

- Sebab

Bank tidak mengirimkan petugasnya pada loket tersebut karena

rekening RPL PAJU pada BSI Cempaka Putih sedangkan PAJU

melakukan MOU dengan BSI Rawamangun.
- Akibat

Terdapat tupoksi yang tidak sesuai dengan SOP.
- Rekomendasi

Agar PAJU segera melakukan MOU dengan bank, dimana rekening RPL
PAJU dikeluarkan.

D. Bidang Administrasi Umum
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
1. Visual Kepegawaian
- Kondisi
Papan visual kepegawaian sudah menggunakan TV —media namun
informasi yang disajikan tidak update, masih menggunakan data tahun
2023.

- Kriteria
o Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
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Agung RI Nomor 0017/DJ.A/SK/N/I11/2011 tentang Pedoman Pelayanan
meja informasi di lingkungan Peradilan Agama;

e Adanya papan visual kepegawaian/media sebagai informasi bagi
seluruh pegawai di pengadilan Agama.

Sebab

Kurangnya perhatian dan kordinasi.

Akibat

Informasi yang disajikan tidak teruptodate.

Rekomendasi

Tampilkan data terbaru agar informasi yang disajikan uptodate.

SKP Triwulan | Tahun 2024 pada Aplikasi SIKEP

Kondisi

Masih ada beberapa pegawai, SKP triwulan | tahun 2024 belum diupload

pada aplikasi SIKEP.

Kriteria

¢ SK Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya;

e Penilaian kinerja satker.

Sebab

Data sudah di scan hanya lupa diupload

Akibat

Data tidak valid dan akurat serta mempengaruhi penilaian kinerja satker

Rekomendasi

Segera upload data yang sudah di scan, karena dapat mempengarunhi

penilaian kinerja satker

Data e-Doc pada Aplikasi SIKEP
Kondisi
Data e-Doc pada aplikasi SIKEP belum 100%

Kriteria
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SK Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 50/KMA/SK/I11/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya

Penilaian kinerja satker

Sebab

Tidak melakukan pengecekan rutin pada menu monitoring.

Akibat

Data tidak valid dan akurat serta mempengaruhi penilaian kinerja satker.

Rekomendasi

Lakukan pengecekan rutin pada menu Monitoring Kepeg pada aplikasi
SIKEP sehingga data SIKEP dan e-Doc 100%.

Cuti Pegawai

Kondisi
Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara terdapat Panitera Pengganti yang
sedang sakit a.n. Tratna Dewi, sakit mulai tanggal 18 Maret 2023 sampai

dengan sekarang, namun belum dibuatkan surat cuti sakit.

Kriteria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
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Sebab

Yang bersangkutan sampai saat ini belum masuk kantor.

Akibat

Tidak tertib administrasi Kepegawaian.

Rekomendasi

Agar pengelola kepegawaian melengkapi surat Cuti Sakit yang
bersangkutan, pada kolom tanda tangan yang bersangkutan jika memang
yang bersangkutan tidak bisa/tidak dimungkinkan tanda tangan cukup

TTD saja, dengan tetap ditandatangani oleh atasan langsung dan Ketua.

Analisis Kebutuhan Diklat

Kondisi

Analisis kebutuhan diklat tahun 2024 belum dibuat.

Kriteria

e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri;

e PMPZI Mahkamah Agung.

Sebab

Kurangnya perhatian.

Rekomendasi

Buat analisis kebutuhan diklat tahun 2024.

Sub Bagian Umum dan Keuangan

1.

Barang Milik Negara

Kondisi

Surat ljin Penggunaan Barang Milik Negara berupa HP Android, alat
bantu dengar, laptop, kendaraan dinas roda dua masih ada yang atas
nama PPNPN .

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara.
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Sebab

Masih kurangnya pemahaman.

Akibat

Apabila terjadi kerusakan atau hilang terhadap Barang Milik Negara
tersebut tidak dapat dimintakan ganti rugi atau TGR.

Rekomendasi

Agar Kuasa Pengguna Barang segera merubah surat ijin penggunaan

Barang Milik Negara dengan yang Pegawai Negeri Sipil.

Kondisi

Terdapat Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2
(dua) Sepeda Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro Il tahun 2005
dalam keadaan rusak berat, namun belum diusulkan penghapusan.
Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Negara.

Sebab

Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) Sepeda
Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro Ill tahun 2005 sudah tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan lagi.

Akibat

Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) Sepeda
Motor, jenis kendaraan Honda GL Pro Il tahun 2005 sudah tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan lagi.
Rekomendasi

Mengajukan usulan penghapusan dengan berpedoman kepada Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik

Negara.
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Kondisi

Terdapat kesalahan tulis/ketik pada Surat ljin Penggunaan Barang Milik
Negara berupa Laptop, NUP 28 yang dicoret merk/typenya tanpa ada
keterangan sama sekali.

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

Sebab

Terjadi keraguan terhadap kepastian kebenaran merk barang tersebut.
Akibat

Kesesuaian antara merek/jenis yang ada pada Barang Milik Negara
(laptop) dengan yang ada di Surat ljin Penggunaan Barang Milik Negara
menjadi diragukan kebenarannya.

Rekomendasi

Perbaiki Surat ljin Penggunaan Barang Milik Negara sehingga kevalidan
datanya menjadi jelas dan hindari pencoretan yang tidak perlu.

Daftar Barang Ruangan {DBR)

Kondisi

Daftar Barang Ruangan (DBR) di ruang Mediasi sudah dibuat, namun
masih ada barang yang tidak sesuai jumlah barang yang ada diruangan
dengan daftar inventaris barang yang di catat.

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

Sebab

Belum dilakukan pembaharuan pada Daftar Barang Ruangan tersebut.
Akibat

Tidak sesuai antara Barang yang ada pada ruangan dengan yang

tercatat dalam DBR.
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